
GUBERNUR JAMBI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROV1NSI JAMBI 

NOMOR TAHUN 2023 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAMBI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi, dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan i Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hal( 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan. dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

dan 

GUBERNUR JAMBI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan 

yang memuat: 

a. 

b. 

C. 

d. 

C. 

f. 

g• 

laporan realisasi anggaran; 

laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

neraca; 

laporan operasional; 

laporan arus kas; 

laporan perubahan ekuitas; dan 

catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

Lampiran ahtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dan i Peraturan Daerah m i. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

a. pendapatan Rp 4.705.588.357.947,36 

b. belanja Rp 4.772.689.354.632,86 

Surplus/ (Defisit) Rp (67.100.996.685,50) 

c. pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

d. koreksi SILPA 

e. SILPA 

Rp 727.949.765.896,76 

Rp 27.206.531.182,00 

Rp 700.743.234.714,76 

Rp (2.180.736.616,00) 

Rp 631.461.501.413,26 



a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

Pasal 3 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp(369.910.027.458,36) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Rp 4.335.678.330.489,00 

b. Realisasi Rp 4.705.588.357.947,36 

Selisih Rp (369.910.027.458,36) 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp276.262.210.573,14 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Rp 5.048.951.565.206,00 

b. Realisasi Rp 4.772.689.354.632,86 

Selisih Rp 276.262.210.573,14 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp(646.172.238.031,50) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Rp (713.273.234.717,00) 

b. Realisasi Rp (67.100.996.685,50) 

Selisih Rp (646.172.238.031,50) 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp(12.530.000.002,24) dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Anggaran Rp 740.479.765.899,00 

b. Realisasi Rp 727.949.765.896,76 

Selisih Rp (12.530.000.002,24) 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Rp 27.206.531.182,00 

b. Realisasi Rp 27.206.531.182,00 

Selisih Rp 0,00 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp(12.530.000.002,24) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Rp 713.273.234.717,00 

b. Realisasi Rp 700.743.234.714,76 

Selisih Rp (12.530.000.002,24) 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 

Desember 2022 sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp 9.966.114.108.838,55 

b. jumlah kewajiban Rp 484.743.302.036,40 

c. ekuitas dana Rp 9.481.370.806.802,15 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

saldo kas awal per 1 Januari 2022 Rp 770.090.634.543,76 

arus kas dari aktivitas operasi Rp 

arus kas dari aktivitas investasi Rp 

arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 

arus kas dari aktivitas transitoris Rp 

saldo kas akhir per 

31 Desember 2022 Rp 

839.696.779.795,30 

(931.797.776.480,80) 

(2.206.531.182,00) 

(635.068.331,70) 

675.149.288.354,56 



Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf g, memuat informasi secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) memuat informasi secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan, terdiri dan: 

a. Lampiran I : 

Lampiran 1.1 : 

Laporan Realisasi Anggaran; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

menurut Urusan Pemerintah Daerah dan 

Organisasi; 

Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

Lampiran. 1.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut 

urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran. IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan. Piutang Tidak 

Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

1. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran. XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pengerjaan; 

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

: Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset 

: Daftar Dana Cadangan 

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 

Dianggarkan Kembali Dalarn Tahun Anggaran 

Berikutnya; dan 

o. Lampiran XV 

Lampiran XVI 

lainnya 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 

p. 



t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah 

/Perusahaan Daerah. 

Pasal 8 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran 

XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah m i. 

Pasal 9 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangari Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. 

Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal 2023 

GUBERNUR JAMBI, 

H. AL HARIS 

Diundangkan di Jambi 

pada tanggal 2023 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI 

H. SUDIRMAN 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: ( /2023) 



LAMPIRAN 



LAMPIRAN I 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 



LAPORAN KEUANGAN POKOK 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

PEMERINTAH PRO VINSI JAMBI 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKIIIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 
dakon 

No. URAJAN REF 
ANGGARAN 

2022 

REALISASI 

2022 (50 
REALISASI 

2021 

1 PENDAPATAN 5.11 

2 -PIENDAPAIAN ASU DAERAH 5.13.1 

3 Pendapatan Palak Dateah 5.1.1.1.1 1.669.702.987.193,00 1.871.835.359.804,18 112,11% 1.558.105.416.539,27 

4 Pendsvatan Retribusi Dann& 5.1.1.1.2 18.257.083.000,00 16 866 276.977 00 92,38% 12.616.308.643,00 

5 Pendapatan Haml Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.1.3 30.422.308.662,00 30.612.977.01166 100,63% 28.028.487.058,56 

6 Lam-lam Pondapatan  Dam* Sah 5.1.1.1.4 216.391.198.574,00 244.271.304.987,52 112,88% 244.680.974.312,20 

7 Jumlab Pendapotas AsS Baer= (3 M6) 1.964.773.577.400 2.163.565.08.787,36 . 111,83% 8.643.431.06.55393 

8 

9 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1..2 

10 Transfer 1Pemerintab Past - Dana Perimbangan 5.1.1.2.1 

11 Dana Bagi Basil Pajak 5.1.1.2.1.1 173.911.610.565,00 199.413.610.355,00 114,66% 255.597.160.730,00 

12 Dana Bagi Hasi1 Sumber Days Alain 51.1.21.2. 269.080.950.114,00 424912.357.297,00 157,94% 230872.791.329,00 

13 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2.1.3 1.280.747.230.001,00 1.280.747.230.001,00 100,00% 1.284.884.150.000,00 

14 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2.1.4 628.605.788.000,00 607.951.511607,00 96,71% 1.090.191.841.971,00 

15 Anoka Pesdapatan Transfer Dana Peristaltic= (11 old 14) 2 a= LK us arm 2.518094.710.26800 106,83% 296L545.944.030,00 

16 

17 Transfer Pemerintab Ponat - Lainnya 5.1.1.2.2 

18 Dona Penyesuaian 14.187.913.000,00 14.187.913.000,00 100,00% 18.433.747.000,00 

19 Jtuelab Pendapatan Transfer Lakonya (17 old 18) 14.187.913.01100 14.07.9130090 100,00% 18.433.747.000,00 

20 

21 

- 2-2 

Total Pendapatoo Transfer (15+19) 2.366.533.56168090 2.527.2132923.2090 106.79% 2979.979.60.030,00 

23 LAIN-LAIN PENDAPATANYANG SAE 52.19 

24 Pendapatan Hibah 34.371.191.380,00 14.719.815.900,00 42,83% 1.608.000.000,00 

25 Peedapatan Dana Darurat - - - 

26 Pendapatan Lainnya - - 705.525.700,00 

27 Pendapatan Luar Blase - - 
21 Aran Faisal= Laimain muenSela 424 261 27) 343781980696 14.709159060 42931(. 2 7.27.41...706,00 

29 .11.111111.01 PENDAPATAN (1+21+28) 4.335.678.330.48990 4.705.938.357.947.36 108,53% 4.725.724.403.283.03 

30 

31 BELANJA 5.1,2 
32 BELANJA OPERAS' 5.1.2.1 
33 Balsa Pegawai 5.1.2.1.1 1.576.301.970.948,00 1.510.158.703.505,12 9580% 1.500.168.641.905,80 

34 %Mina %rang den lasa 5.1.2.1.2 1.315.436.789.171,56 1.214.067.798.465,12 92,29% 770.674.394.667,31 

35 Subsidi 5.1.2.1.3 8.182.500.000,00 1.221.139.100,00 14,92% 550.000.000,00 

36 Mali 5.1.2.1.4 198.559.511.524,44 191.244.722.206,82 96,32% 777.720.359.692,40 

37 Bannon Soots' 5.1.2.1.5 18.506.025.803,00 17.070.590.440,00 92,24% 26.321366.390,00 

38 Awash Beat= OPeras1 (33 al 37) 3.116.986.804.467,00 2.933.762953.717,06 94,12% 3975.441.762.655,51 

39 

40 BELANJA MODAL 5.1.2.2 
41 Bela= Tan= 26.519.721.300,00 26.368.072.444,00 99,43% 26.761.778.203,00 

42 Bente& Perelman dan Mesia 235.540.125.065,00 212.313.704.845,00 90.14% 142.649.146.950,00 

43 Bekaa Gedung dan Bangunan 241.413.472.015,00 209.505.412.166,93 86,78% 130.883.938.396,24 

44 RelesjaJalan, kiwi dan Arisen 468,195.553.908,00 455.291.704,835,81. 97,24% 148.745.348.444,65 

45 Lao= Aset Tetap Lainnya 3.692.680.867,00 3.311882.189,00 89,88% 650.471.612,00 

46 Bela* Met Lainnya - - - 

47 joust= Selma Modal (41 o/d 46) 975.361.553.1550 906.797.776.400 92,974 449.60.683.605,0 

48 

49 BELANJA 11DA8. TERDUGA 5.1.2.3 

50 Belanja Tidak Toduga 28.884.765.344,00 6.910.182.177,00 23,92% 51.900593.557,01 

51 Jundato Belanallidok Terdma (49 lid 0) 28984.765.3440 6.910.182.17790 23,92% 5L98103.557,01 

52 Jul= Babel (30+47+50 4.121.233.122.94800 3.847.40912.374,86 93,36% 3.57/941.039918,41 

53 

54 TRANSFER 5.1.3 

55 TRANSFERMAGTHASH.TENDAIPATATI 5.1.3.1 

56 Bagi Hand Pteak ke KabtontleniCoia 768618.442.260,00 768.618442.258,00 100,00% 717.538.648.459,00 

57 BIM Basil Pendapalan Lainnya ke 1Cabupaten/Kota - - - 

58 30119116 06100 resdaintoi be Kan/Ko4a (56 sid 57) 768.618.442.260,00 76808442.2580 100,00% 717938640059,00 

59 

60 litANSFERISANTUANIOEILANGAN 5.1.1.2 

61 Samoan Keuattgan ke Kabupatemaces 5.1.3.2.1 159.100.000.000,00 156.600.000.000,00 95,43% 93.720.000.000,00 

62 Beaman )(mongol Para Polio* 5.1.3.2.2 - 

63 Jumbth Transfer Brow Kaman be 10018916 (61 al 60 159.100.000.000,00 156.600900.00090 98,43% 93.720900.00090 

64 Anal= Trader (58+63) 927.718.442.26090 925.218.442.258,00 99,73% 811.258.648.4590 

65 
66 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (52 + 64) 5.618.951.565.200 4.772.60.354.632,86 9433% 4.30.299.688.277,41 

67 

68 SURPLUS/01110T (29 - 66) (713.273.234.717,00 (67.100.996.685,50 9,41% 337.424.715.005,62 

69 

70 PEMBIAYAAN 5.1.4 
71 PENIERDIULAN PENIMAYAAN

72 Pension= Sins Leal Pembiayson Anggaran (SH.PA) 727 979 763 899 00 727.949.765.896,76 100,00% 390.555.050.891,14 

73 Penerimaan Kembali Pemberton Pinjanon Daersh 12.500.000.000,00 - 

74 Pengembahan angsurai_apokok dna KUPEM - - - 

75 Annlab Penerimaan (72 Wel 74) 740.479.745.16990_ 7273149.70.890,76 98,31% 390.555.050.891,14 

76 

46



No. URAIAN REF 
ANGGARAN 

2022 

REALISASI 

2022 
( % ) 

REALISASI 

2021 

77 PENGELUARAN PEMBLWAAN 5.1.4.2 

78 %wenn° Modal (Investasi Pemerintab Hoorah 25.000.000.000 00 23.000.000.000,00 100.00% - 

79 PeonbayerenPokok Ming 2.206.331.01220 - 2.206.531.18220 -, 100206 - 

80 Jamb& Pearehara• (78 s/d 791 27.206.531.182.00 27.206.531.182.00 100.00%, 

81 

82 PEMBIAYAAN NET° (75-801 713.273.234.717.00 700.743.234.714.76 98.24% 390.555.050.891.14 

84 
S80A LEB1H PEMBIAYAAN ANGGARAN (SIIPA) =BLUM KOREKS1 

(611 + 82) 
- 633.642.238.029,26 100,00% 727.979.765.896,76 

85 KOREKS1 SMPA - 2.180.736.616,00 100,00% - 

86 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (84. 85) 5.1.5 631.461.501.413,26 100,00% 727.979.765296,76 

GUBERNUR JAMBI 

H. AL HARIS 


